PERJANJIAN KERJA BAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

DINAS PENDIDIEAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 075/2108/Disdulkcapil
NOMOR: 075/12907-8ekret 2/Disdik

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN

EARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGEUP TUGAS

DINAS PENDIDIEAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada har ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh, bertempat

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: Sulawesi Selatan, yang bertanda
tangan di bawah ni:

1.

Nama : Dra.Hj.Sukarniaty Kondolele MM

Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumeharjo Nomor 269 Makassar

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebui PIHAK KESATU

Nama :  Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.8i, M.Psi, Psikolog

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes: Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provins: Sulawesi Selatan
yvang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK EKESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

bahwa PIHAKE KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bhdang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sulawesi Selatan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan,

Penvelenggaraan Pendidikan daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan
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dengan memperhatikan ketentaan peraturan perundang-undangan sebapgal beriloot

1 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang Adminigstrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Tdonesia Tahun 2006 Nemor 124, Tembahan Lembaran Negara
Eepublilt Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 [Lembaran Negara Republik Indowesis Tahun 2013 Nomer 232,
Tambahan Lembaran Nepara Hepublik lndonesia Nomor 54735);

2. Heraturan Pemerintah Nomor 40 Tabhomt 2009 tentang Pelakesanaan Undang-Undang
Momegr 23 Tahun 2006 Tentang Admimstrasi Kependuduken Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undsoe Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ataz Undang-
Undang Nomor 23 Tabpn 2006 Tentang Adminisiras Kependudukan (Lembaran Negara
Republil: Indonesia Tahyun 2019 Nomor 102, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 6354];

2. Peramaran Menter] Pendidikan dan Kebudayean Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Perserta [hdik Baru Pade Taman Kanak-Kanak, Sekolzah
Dagar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengab Atas, dan 3ckolah Menengah
Kejurian.

4. Pergluran Metiterl Dalam Negern Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemnberian Hak Alaes
dan Pemanfzatan Dala Kependudukan [Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2019
Mermor 1611);

5.  Surat pereetujuan Diveliur Jendera! Kependudukan dan Pencatatan Sipil Eementerian
Dalam Neperi Momeor 470/13304/Dulcapi! tanggal 7 Desenber 2020 hal Persvtujwan
ntas Permoheonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK =epakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk
HKependudukan, Data Kependudukan Dan Eartu Tands Pendudulk Elektronik Dalam Linglup
Tuges Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai heriloant:

Pazal 1
Makend dan Tujuan

Maksud dan tyjuan Perjanjian Kega Sama ind adalah untuk mengefeltiflian fungsi den peran
PARA PTHAK dalam rangks verifikasi dani validasi proses penerimaan calon sigwa dan giswi
PIHAK EEDUA melalui pemanfaatan kemaor Induk Kependudukan (NIK) daty Kependodukan
dan Kartu Tanda Penduduk Elelironik (TP el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

tl] PIHAR KESATU mempunyai kewajiban untuk:

a. memberillan hele akses secara térbatas data kependudulmn berupa Nooror KX, NIK,
nama lengkap, jenis kelamin, tempat lakar, fanpgal/bulan/tahun labhit dan alamat
solcerang kepada PIHAK EEDIUTA

b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
untuk 1 {saty) titik jaringan berbasiekan jaringan tertutup etas biava dari PIHARE
EEDTUA

c. memberikan user id dan password kepada PIHAR KEDUA wang pengelolaannva
menjadi tangaung jawabh PIHAK EEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknie peranekat pembaca KT'P-el sesuail ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

¢. memberikan bimbingan teknia dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NIk, Data Kependudukan, dan KTP-el atas binys PIHAK KEDUA.

(2] PIHAK EEDUA mempilnyal kewajiban untok:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunepalannya dalam Aplikasi penerimean
pescrta didik baru (PPDE) vang diterbitkan PIHAK KEDUA;
b, memberikan Mata baliken berupa Nomor Indok Sigwa (NS} MNomor nduk Gury,
Nama Sekolah, Alamar Sckolsh, Status Pendidikan, Nomor [jazah, Nomor Surat
Keterangan Pengganti Tjazah dan Prestasi Siswa,
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c. bertanggung jawab sebapal pemepgang hak akses atas data kependuduken yang
dialses dari PIHAK KESATT: '

d. menvediakan tenaga telinia dan peranglat pembaca KTP-¢l, seauai dengan spesifikaai
yvAng diberikan PIHARK KESATU bemerta kartu seniire access modile,

¢, menyediakan dukungan anggaran unigk pelaksanaan bDimbingan  telmis dan
petidatnmngan teknis noplementasi pemanfaatan KIK, Datg Kependuvdukan, dan
KTP-el,

f. roembanfu sosializaz] pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP.el melalni
media cetak dan/fatan elekironik; dan

g menjamin kerahasiagn, keutuhan, den kebenaran data, serta tidak melakukan
penvimpanan deta kependudakan vang telah diakses dari PIHARK EESATU dan lidak
memberikan data kepada pihak lain walaupun janeks walau Perjaniian Kerja Sama
ini telah Derakhir,

Pasnl 3
Hak PARA PTHAK

(1) PIHAK EESATU mempunyai hak untuk:

f. mengawaszi pelaksanaan kewajihan FIEAK EEDTA;

b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Induk Siswa (NIS) Nomor Induk Guru,
Nama Bekaleh, Alamat 3ckolah, Starus Pendidikan, Womeor Ijazah, Nomor Surat
keterangan Pengganti Tjazah dan Presiasi Siswa. dari PIHAK EEDUA veng data
kependudukannya telah diakses oleh PIHAE ERTWA berdasarkan Pecjanjian Kerja
Sarna ini, guna melengkapi databaese kependudukan; dan

¢ mendapatikan jaminan darn PIHAK EEDUA texhadap kernhasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diaksea oleh PIHARK EEDUA scria tidak dilabukannea
petyitopatian dan fidak dibenikannya data kependwdukan kepada pihek Isin
walaupun jangks walktu Perjanjian Kerja Sama ini telah beralkhir.

(2] PHHAE KEDUA mempunyai halt untk;
a, mendapatkan hak akses secara terbatas berupa Nomor KR, NIK, nama lengkap,

jenis kelarmin, ternpat lahir, tangeat/bulan/tabun lahir dan alamat selarang dari
PIHAEK EKESATIT

b. mendapatkan birnbingan teknis den pendampingan tekmis pemanfaatan NIK, Data
Kependudulan, dan KTP-¢] serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya
PIHAK EKEDUA,

Pazal 4
Jangha Waloa

Perjanjian Kena Sama ini mudai berlalin sejels ditandalanganinya Peanfian Kemga Sama 1o
oleh PARA PIHAK sampai denpan tanpsal B Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas
perseiujuan PARA PIHAK.

Pasal &
Beralkhirnya Perjanjiazn Eerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini Berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjien Kerja Samea telah berakhir danfatau atas hesepakatan PARA PIHAE
untuk mengakhin kerja sama sebelum jangka wakzu Perjaniian Ketja Satna ini betakhir; dan

b. adanva perubahan terhadap kelembapman PIHAK EBEIDWA, sehingga perlu pembaharuan
Perjanjian Kerja S8ama ini.

Pasal 6
Readaan Memalsz (Force Majeurs)

{1) Apabila terjadi hai-hal di luar kekuassan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat
dilalukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ates persetijuan PARA
PIHAK.

(2] Keadaan memakaa sebagaimena dimaksud pads ayat {1], adalah adanya kebijakan
prmerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjuikannys polaksanaan Perjangian
Kerja Sarmna i dan apabila terjads hal-hal di luar keluesssan PARA PIHAK.
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Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyvawarah untuk mufakat.

(2] Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

(1} PIHAKE KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.

(2] PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3] PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waltu.

(4} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2}, maka PIHAK KEBATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

{2} Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK vang dituangkan
dalam Adendum vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3] Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tdak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

q{mnj.suh.ﬂtﬂimdohh MM,
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